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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 63/PP.02.2-
Kpt/7409/KPU-Kab/V1/2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 63/PP.02.2-
Kpt/7409/KPU-Kab/V1/2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA SURAT KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 262/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/1X/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf b dan huruf d

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 bahwa Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
Bahwa dalam rangka menyesuaikan ketentuan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Tahun 2020.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum adalah :

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4689), Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679), Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512), Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita negara  Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 201), Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan,
Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali
Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 615), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe
Utara Nomor 261/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020, Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 262/PP.02.2-
Kpt/7409/KPU-Kab/1X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program
dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe
Utara Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Konawe Utara Nomor 17/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/I1/2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Konawe Utara Nomor 262/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2019 tentang
Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor
63/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/V1/2020 diatur tentang :

Ketentuan Lampiran yang mengatur mengenai Pedoman Teknis
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020 berdasarkan PKPU Nomor 5
Tahun 2020.



ABSTRAK

Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara ini berlaku sejak Tanggal
ditetapkan Tanggal 15 Juni 2020.

Ketentuan Lampiran yang mengatur mengenai penyusunan
peraturan/keputusan penyelenggaraan Pemilihan, sosialisasi kepada
masyarakat dan penyuluhan/bimbingan teknis kepada
penyelenggara Pemilihan, pembentukan KPPS, masa kerja PPK,
PPS, dan KPPS, dan pembentukan dan masa kerja PPDP,
pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan,
lembaga survei atau jajak pendapat, dan penghitungan cepat hasil
Pemilihan, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih,
pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan,
pengumuman pendaftaran Pasangan Calon, pendaftaran Pasangan
Calon, verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon, penetapan
Pasangan Calon, termasuk penyelesaian sengketa atas penetapan
Pasangan Calon, pelaksanaan kampanye, termasuk masa
kampanye dan laporan dan audit dana kampanye, pelaksanaan
pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi
hasil penghitungan suara, penetapan pasangan calon terpilih,
penyelesaian  pelanggaran dan  sengketa  hasil Pemilihan,
pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih,
dan evaluasi dan pelaporan tahapan. diubah sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini : Ketentuan angka 9 huruf
B diubah sehingga berbunyi Rincian tahapan, program, dan jadwal
penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Huruf A
dan Huruf B Bab Il tercantum dalam Lampiran 2 Keputusan ini yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Lampiran 11 Halaman



